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BUPATI BANGKA TENGAH  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  

NOMOR  28  TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN 

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 dan Pasal 37 ayat (6) 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
dan Persandian pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit 
Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 
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3. Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  

Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik      

Indonesia Nomor 6400); 
 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

DataIndonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 
 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen 

Pengetahuan (Knowledge Management); 
 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 261); 

 
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 

Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

 
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang 
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);  
 
15. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Nomor 007a Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Audit Teknologi; 

 
16. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Nomor 007a Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Audit Teknologi; 
 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
2022 Nomor 306); 

 
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik dan Persandian (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 305); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SISTEM 
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 
selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi 
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 
Pengguna SPBE. 

6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk 
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan 

berkesinambungan, serta layanan SPBE yang 
berkualitas. 

7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic Data 
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah 

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 
yang mampu memahaminya. 

8. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses 

yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi 

dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan 
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan 
komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah 

ditetapkan. 
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BAB II 

MANAJEMEN SPBE, DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 
 

Pasal 2 
 

Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan 

Komunikasi meliputi: 
a. manajemen risiko SPBE; 
b. manajemen keamanan informasi; 

c. manajemen data; 
d. manajemen aset Teknologi, Informasi dan Komunikasi; 

e. manajemen sumber daya manusia; 
f. manajemen pengetahuan; 
g. manajemen perubahan; 

h. manajemen layanan SPBE; dan 
i. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 
 

Pasal 3 

 
Pedoman mengenai penerapan Manajemen SPBE, dan Audit 
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 

 
Ditetapkan di Koba 
pada tanggal  21  Juni  2023 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 
                   -ttd/dto- 

 
ALGAFRY RAHMAN 

 

 
Diundangkan di Koba 

pada tanggal  21  Juni  2023 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 

 
-ttd/dto- 
 

S U G I A N T O 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1284 

 
 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 
 

 

AFRIZAL, SH 
PEMBINA Tk.I 
NIP. 19810411 200501 1 006 

 
 

 


